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ABSTR

CT

DANDRIS ADJIM.H1117044.LEGAL ANALYSIS OF LAWFUL OR

UNLAWFUL CONFISCATION COMPARISON STUDY OF VERDICTS

(8/PID.PRA.PRA/2017/PNGTOAND3/PID.PRA/2021/PNGTO)

Theaimsofthisstudyareto1)determinethelegalanalysisoflawful
orunlawfulconfiscation comparison study of verdicts
(8/Pid.Pra.Pra/2017/Pn Gto
/3/Pid.Pra/2021/PnGt),and2)findoutthejudge'sconsiderationsin
decidingwhethertheconfiscationcomparisonstudyofverdictsis
lawfulornot(8/Pid.Pra.Pra/2017/PnGto/3/Pid.Pra/2021/PnGt).The
research method used in this study is by using library research
methodsorwiththeterm judicialnormative,namelythemethodof
collectingdataobtainedfrom librarymaterials.Thetypeofdataused
inthisstudyissecondarydataconsistingofprimary,secondary,and
tertiarylegalmaterials.Theresultsofthisstudyindicatethat:1)legal
analysis oflawfulorunlawfulconfiscation comparison study of
verdicts(8/Pid.Pra.Pra/2017/PnGto/3/Pid.Pra/2021/PnGto),namely:
a)confiscationand
b)thecourt'ssentenceofthetwoverdictsarebasedontwodifferent
grounds,namely,decision Number8/Pid.Pra.Pra/2017/Pn Gto is
rejectedbecauseitisnotanobjectofpretrial,anddecisionNumber
3/Pid.Pra/2021/Pn Gto is accepted based on a good relationship
betweenlawenforcement.2)Thejudge'sconsiderationindecidingthe
lawful or unlawful confiscation comparison study of verdicts
(8/Pid.Pra.Pra/2017/PnGtoand3/Pid.Pra/2021/PnGto)isthejudge's
legalconsiderationstodecidethetwocaseswhicharedifferent.The
considerationofthejudgewhoreconciledthedecisionbasedongood
relations does not reflect legal certainty in Verdict Number
3/Pid.Pra/2021/Pn Gto.Based on the results ofthe study,itis
recommended that:(1)itis betterifpretrialcases regarding the
confiscationoftrafficviolationsmustbedecidedonlegalcertaintyto
provideadefinitivereferenceforallacademiccircles,thepublic,and
furtherresearch.(2)fortrafficviolationsjusticeseekers,itishoped
thatspacewillbegiventoexaminingthesubjectmatterofwhetheror
nottheconfiscationoftrafficviolators'vehiclesislawfultorealize
legalcertainty.
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ABSTR

K

DANDRIS ADJIM. H1117044. ANALISIS HUKUM SAH ATAU

TIDAKNYA PENYITAAN STUDI KOMPARASI PUTUSAN

(8/PID.PRA.PRA/2017/PNGTODAN3/PID.PRA/2021/PNGTO)

Tujuanpenelitianiniuntuk:1)mengetahuianalisishukum sahatau

tidaknyapenyitaanstudikomparasiputusan(8/Pid.Pra.Pra/2017/Pn

Gto /3/Pid.Pra/2021/Pn Gt),2)mengetahuipertimbangan hakim

memutuskansahatautidaknyapenyitaanstudikomparasiputusan

(8/Pid.Pra.Pra/2017/Pn Gto /3/Pid.Pra/2021/Pn Gt). Metode

Penelitian yang digunakan dalam penelitian inidilakukan dengan

menggunakanmetodepenelitiankepustakaan(libraryresearch)atau

denganistilahjudicialnormative,yaitucarapengumpulandatadengan

bersumberpadabahan-bahanpustaka.Jenisdatayangdigunakan

dalam penelitian iniadalah data sekunderyang terdiridaribahan

hukum primer,sekunder,dantersier.Hasilpenelitianinimenunjukkan

bahwa:1)analisishukum sahatautidaknyapenyitaanstudikomparasi

putusan(8/Pid.Pra.Pra/2017/PnGto/3/Pid.Pra/2021/PnGto),yaitua)

penyitaandanb)perintahpengadilankeduaputusanituberdasarpada

duadasaryangberbedayaitu,putusanNomor8/Pid.Pra.Pra/2017/Pn

Gto ditolak karena bukan objek prapradilan,dan putusan Nomor

3/Pid.Pra/2021/PnGtoditerimadenganalasanhubunganbaikantar

penegak hukum.2)Pertimbangan hakim memustukan sah atau

tidaknyapenyitaanstudikomparasiputusan(8/Pid.Pra.Pra/2017/Pn

Gtodan3/Pid.Pra/2021/PnGto)adalahpertimbanganhukum hakim

yangmemutuskeduaperkaraituyangberbeda.Pertimbanganhakim

yang mendamaikan pada putusan dengan alasan hubungan baik

sangatlah tidak mencerminkan kepastian hukum pada perkara

3/Pid.Pra/2021/Pn Gto. Berdasarkan hasil penelitian itu,

direkomendasikan: (1) baiknya perkara prapradilan mengenai

penyitaan pelanggaran lalu lintas haruslah diputus atas kepastian

hukum agarmemberikanrujukanyang pastibagisemuakalangan
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akademik,masyarakat,dan penelitian selanjutya.(2)bagipencari

keadilanpelanggaranlalulintas,harapannyadiberikanruang untuk

mengujipokok persoalan tentang sah atau tidaknya penyitaan

kendaraanpelanggarlalulintasagarterwujudnyakepastianhukum.

Katakunci:analisishukum,penyitaan,komparasiputusan
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BABI

PENDAHULUAN

1.1.LatarBelakang

Dalam hukum pidanaapabilakitamembahasmengenaitindak

pidanaberartikitajugaakanmembahasprosespenyelesaianperkara

pidana itu,proses penyelesaian yang dimaksud adalah pemberian

sanksibagiyangmelakukantindakpidana,namunsebelum pemberian

sanksidibutuhkansuaturangkaianatautahapanyangdilakukanoleh

pihahpenegakhukum untukmencarisebuahfaktaatauperistiwadari

tindakpidanatersebut,danmelakukanpencarianalatbuktiataubukti

yangdapatdijadikandasaruntukmenuntutseseorang.

Penyidikadalahseseorangyangdiberikanwewenangolehundang-

undanguntukmelakukanpenyidikanterhadapsuatuperistiwahukum

yangterjadi,apabilakitamelihatpengertianpenyidikberdasarkanbunyi

pasal1butir1KUHAPmengenaipengertianpenyidikadalahsebagai
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berikut:1

“Penyidikadalah pejabatpolisinegara republikindonesia atau
pejabatpegawainegerisipiltertentu yang diberiwewenang
khususolehundang-undanguntukmelakukanpenyidikan”

Penyidikyang dimaksd dalam pasal1 butirke1 dalam Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah pihak kepolisian dan

pegawainegerisipilyangdiberikewenaganuntukmelakukanpenyidikan,

kepolisiandalam halinipenyidikpolisidiberikansecaralangsungdan

disebutkandalam hukum acarapidanabahwasebagailembagaatau

instansiyangdapatmelakukanpenyidikan,selaindaripadaitupenyidik

jugabisadilakukanselainpihakkepolisiannamunharusberdasarkan

kualifikasidantingkatpengetahuanyaharusdimandatkanolehlembaga

yang ditunjuk oleh nagara dalam penyidikan yang disebutdengan

penyidikpegawainegerisipil.

Berbicaramengenaipenyidikantentunyatidakterlepasdariproses

penyitaan barang buktiyang mana dijelaskan beberapa ahlibahwa

kebijakan-kebijakanyangdilakukandalam persidanganterkaitdalam hal

perampasanmerupakankebijakanyangwajibdilakukanterhadappelaku

tindakpidanasesuaidenganpasal10KitabUndang-UndangHukum

Pidana,disamping dijatuhkannya hukuman pokok maka dalam

beberapahaldijatuhkanpula(ditambah)dengansalahsatuhukuman

1KUHAP



13

tambahangunauntukmenambahhukumanpokokitusendiri.

Adapun barang-barang yang dirampas itu dibedakan atas dua

macam yaitu:

1.Barang yang diperoleh dengan kejahatan misalnya uang

palsu yang diperoleh dengan melakukan kejahatan

memalsukanuangyangdidapatdenganmelakukantindak

pidanapenyuapandanlain-lain.Baranginidapatdirampas

dengan catatan kepunyaan daribarang tersebutdapat

dibuktikanmurnimerupakanbarangyangdigunakanatau

diperolehdaritindakpidana.

2.Barang-barang (termasukpula binatang )yang dengan

sengaja dipakaiuntuk melakukan kejahatan,misalnya

sebuahgolokatausenjataapiyangsengajadipakaiuntuk

melakukan tindak pidana pembunuhan,alat-alat yang

dipakai untuk melakukan tindak pidana pengguguran

kandungan dan sebagainya,biasanya disebut sebagai

“Instrumentaldelicti”

Pada dasarrnya kepentingan penyitaan tentunya digambarkan

Dalam Pasal185KUHAPterdapatlimaalatbuktiyangsah,yaitu:

1.Keterangansaksi
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2.KeteranganAhli

3.Surat

4.Petunjuk

5.KeteranganTerdakwa

Berdasarkan pandangan diatas maka yang menjadititik dari

persoalan yang diangkat oleh penulis adalah penyitaan terhadap

kenderaan bermotor oleh seorang PEMOHON yang telah dianggap

melanggarketentuan perundang-undangan yang tidak sah menurut

hukum sertabertentangandenganPeraturanPemerintahno.80tahun

2012TentangtatacaraPemeriksaankendaraanbermotordijalandan

Prosedurpenindakanpelanggaranlalulintasdanangkutanjalan.Serta

Kepada TERMOHON untukmengembalikan sepeda motoryang telah

dilakukan penyitaan kepada PEMOHON,berdasarkan hasilobservasi

penulis bahwa permohonan yang diajukan mengenaipra peradilan

tentang penyitaan kendaraan bermotoryang dianggap melakukan

pelanggaranlalulintas,adalahsebuahkekeliruandalam putusanhakim

dikarenakan apabila kita mengacu pada putusan sebelumnya

bahwasanyapernahterjadipraperadilanyanghampirsamatentang

pelanggaranlalulintassehinggakendaraanbermotordisitaolehpihak

kepolisiandandiujidipengadilannegerigorontalopadatahun2017
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Yang mana Putusan PN GORONTALO Nomor

8/Pid.Pra.Peradilan/2017/PN Gto Tanggal20 September2017 — -

MUHAMMAD FAJRIN,SH.,MH LAWAN -KAPOLRICq.KORLANTAS

POLRICq.KAPOLDAGTOCq.DIRLANTASPOLDAGTOCq.KAPOLRES

KOTA GTO Cq.KASAT LANTAS POLRES KOTA GTO dalam amar

putusaninidisebutkanbahwapelanggaranlalulintasbukanmerupakan

objekpraperadilan

(bahwadariketeranganPutusanMahkamahKonstitusitersebut
diatas,terlebih khusus tentang “Penyitaan”,tidak termasuk
“Penyitaandalam PelanggaranLaluLintas”,sehinggaPemohon
yangsangatmengertidenganaturanhukum tapisangatkeliru
dalam menafsirkanpenerapanhukum tersebuttermasukPutusan
MahkamahKonstitusi,olehnyadalilPemohonbaikitupadapoint
angkaromawiIdanpadapointangkaromawiIIkhususnyaangka1
halaman2dalam gugatannyapatutditolakataudikesampingkan)

Sedangkan (3/Pid.Pra/2021/Pn Gto) penyitaan terhadap

kenderaan bermotor oleh seorang PEMOHON yang telah dianggap

melanggarketentuan perundang-undangan yang tidak sah menurut

hukum sertabertentangandenganPeraturanPemerintahno.80tahun

2012TentangtatacaraPemeriksaankendaraanbermotordijalandan

Prosedurpenindakanpelanggaranlalulintasdanangkutanjalan.Serta

Kepada TERMOHON untukmengembalikansepedamotoryangTelah

dilakukanpenyitaankepada PEMOHON,

Adakontradiksiantarakeduaputusanyaitu;
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1.Putusan Nomor 8/Pid.Pra. Peradilan/2017/PN Gto

dikategorikan bukan objek pra peradilan karena alasan

pemohonditolakdanprosespenyitaandianggapsah

2.Putusan3/Pid.Pra/2021/PnGtodikategorikanobjekpra

peradilan,karenaalasanpemohonditerimadanproses

penyitaandianggaptidaksah

Denganadanyakasussepertidiatasmakacalonpenelitisangat

tertarikuntukmelakukanpenelitiandenganpendekatankepustakaan

agardapatmenganalisasecaralangsungkeduaputusantersebut

1.2.RUMUSANMASALAH

1.BagaimanakahAnalisisHukum SahAtauTidaknyaPenyitaanStudi

KomparasiPutusan(8/Pid.Pra/2017/PnGto/3/Pid.Pra/2021/PnGt)?

2.Bagaimanakah Pertimbagan Hakim Memustukan Sah Atau

TidaknyaPenyitaanStudiKomparasiPutusan(8/Pid.Pra/2017/PnGto

/3/Pid.Pra/2021/PnGt)?

1.3.TUJUANPENELITIAN
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1.UntukmengetahuiAnalisisHukum SahAtauTidaknyaPenyitaanStudi

KomparasiPutusan(8/Pid.Pra/2017/PnGto/3/Pid.Pra/2021/PnGt)

2.Untuk mengetahuiPertimbagan Hakim Memutuskan Sah Atau

TidaknyaPenyitaanStudiKomparasiPutusan(8/Pid.Pra/2017/PnGto

/3/Pid.Pra/2021/PnGt)

1.4.MANFAATPENELITIAN

1.penelitianinibertujuanuntukmelakukanpenelitianyangbelum pernah

ditelitisebelumnya guna pengembagan keilmuan dibidang hukum

pidanakhusunyaSahAtauTidaknyaPenyitaan

2.penelitianinidiharapkandapatmengujisebuahteoriyangsudahada,

agardicapainyapengetahuantentangteoriyangsudahadatersebut

baikberupamenggugurkanteoriyangsudahadamaupunmenguatkan

teoriyangsudahada,sebenarnyatujuanverifikasiinibertujuanagar

menambah khasanah keilmuan mahasiswa dan semua kalangan

akademisi,danpenegakhukum darisegiteoridanpraktik

3.agarpenelitian yang sudah ada sebelumnya dapatdibandingkan

denganpenelitianyangdilakukansekaranggunamencapaisebuah

kasahihankaryailmiahmahasiswakhusnyakaryailmiahSahAtau

Tidaknya Penyitaan pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan

Gorontalokedepanya
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BABII

TINJAUANPUSTAKA

2.1.Tinjauam Umum Analisis

Analisisadalah cara untukmelaksanakan atau memperhatikan

sesuatudenganmetodememilahmanayangtepatdanmanayangtidak
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tepat,danmanayangharusdilakukandanmanaharustidakuntuk

dilakukan,berdasarkanbahasalingustikanalisisdiberikanpengertian

secaramendalam yaitutatacaraataumengkajisebuahbahasasecara

mendalam melaluistrukturpotongan-potongandaribahasatersebut,

sedangkanapabilakitamelihatpengertiananalisispadakamusbesar

bahasaindonesiayaitu:2

“Analisismerupakanmetodepemecahanmasalahdengancara

menganalisa dugaan-dugaan sementara guna mencapai

pembuktiankebenaranyangsahihmelaluipengamatan,percobaan

danlainya”

Namun pada umunya analisis juga dapat diartikan dalam

pembagian-pembagian cara berpikir secara kritis untuk mencapai

sebuahpenyimpulan,dalam ilmuhukum analisissangatdiperlukanguna

memberikanketerangandanpenafsiransebuahprodukhukum,analisis

dalam ilmulogikaadalahsalahsatucaramenerjemahkanbahasayang

digunakanolehpenegakhukum untukmemecahkansebuahmasalah,

setiaporangyangmemilkianalisisyangtajam sudahbisadipastikan

dapatmenafsirkan sebuah produk undang-undang secara baik dan

benar.

2.2.TinjauanUmum PraPeradilan

2Petersalim 2002kamusbesarbahasaindonesia
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2.2.1PengertianPraPeradilan

Pengertian pra peradilan adalah perbuatan atau upaya yang

dilakukan oleh pengadilan pra peradilan pengadilan distrik untuk

pemindahan atau peninjauan kembali memutuskan keabsahan

penangkapan,penahanan,pembatalanuntukmemutuskanpenyelidikan,

penghentiandanprosespenggantiankerugiandanpemulihanyangtidak

dapatdipidana mengajukan gugatan dipengadilan negeridiminta

mencurigakanataumenuduhatauinformanataukeluargapenasehat

hukum tersangkajugadapatberlakupermintaanawal3

MenurutketentuanpadaPasal1butir(10)KUHAP menyatakan

bahwasannyaPraperadilansendiriadalahkewenanganyangdimiliki

olehPengadilanNegerigunamemeriksadanjugamemutusmenurut

proseduryangtelahdiaturdidalam Undang-UndangNomor8Tahun

1981(“KUHAP”)tentang:

a)“Sahatautidaknyasuatupenangkapandanataupenahanan

ataspermintaantersangkaataukeluarganyaataupihaklain

ataskuasatersangka;

b)Sahatautidaknyapenghentianpenyidikanataupenghentian

penuntutan atas permintaan demitegaknya hukum dan

3MochamadAnwar,1989,Praperadilan,Jakarta,Ind-Hil-Co,hlm.25
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keadilan

c)Permintaangantikerugianataurehabilitasiolehtersangka

atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang

perkaranyatidakdiajukankepengadilan.Praperadilantidak

diaturdidalam ketentuanHIR(HerzieneInlandsReglement)”

SidangPraperadilandiadakansendiriatauataspermintaannya

mungkin daripermintaan atau keluarga yang mencurigakan atau

tertuduh perwakilan darikasus pengadilan inidaritersangka atau

tersangkaforum terbukayangdiketuaiolehpemanggilanpengadilan

atau pihak-pihak daripenyidik ​​atau pihak lain;seorang jaksa yang

dicurigaimelakukanupayapaksabertanggungjawabatastindakanatau

tindakanmerekaapatujuandaripengadilanmemangbenardilakukan

penangkapan,penahanan,dan penyidikan berdasarkan hukum dan

undang-undang.Dengansistem tescurigaataubersalahdalam sidang

terbukainiHabeasCorpusActmenjaminhakasasimanusiaberupahak

dan upaya undang-undang tentang penjara atau kurungan atau

kebebasan yang dijalankan secara tidak wajaroleh penyidik ​​dan

penuntutumum

Sidangpengadilanhanyalahkewenangantambahanyangdiberikan

Pengadilandistrikmengizinkanpeninjauandanpeninjauanmembuat

keputusan tentang masalah atau situasiyang munculpenggunaan
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kekuatan paksaan oleh penyidik ​​dan oleh jaksa.Dipengadilan,itu

biasanyaterjadidipengadilankeduabelahpihak,yaitupemohondan

termohon.Pemohonmencurigakan,keluargaatauperwakilanhukum.

ParaPihakpenyidik​​ataupenuntutumum.Pemohonmerasabahwa

penyidik ​​memilikiaturan atau hak-hak mereka merugikan selaku

penuntutumum,pemohon mengajukan badan pendahuluan untuk

menanganikasus-kasuskriminalmerasahaknyatelahdilanggaroleh

responden

2.3.TinjauanUmum TindakPidana

2.3.1.PengertianTindakPidana

Pidanaadalahsalahsatuistilahsanksidalam ilmuhukum pidana

seringkitadengarkandenganistilahtindakpidana,dalam beberapa

ratustahun yang lalu sampaimasasekarang iniseolah-olah pakar

hukum berlomba-lombauntukmencaridanmenerjemahkanpengertian

hukum pidana,namun sampaipadatitiksekarang belum adayang

dianggapkonkritdalam perumusanpengertianhukum pidanasecara

sahdanmenyakinkanolehkarenaitubeberapaahlihukum memberikan

penafsiran pengertian-pengertian hukum pidana khususnya hukum

pidanaindonesia,selainpengertianparapakarhukum jugaberlomba-

lombamemberikanistilahpidanaatautindakpidanayaituperbuatan

pidana,delikdandelictsertaperbuatanyangdianggapbertentangan
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denganhukum.

Istilahtindakpidanasebenarnyadiambildandiadopsidarinegara

asalnyayaitunegarabelandayangdikenaldenganistilahstrafbaarfeit,

kemunculan mengenaibebagaimacam pengertian dan peristilahan

tentang tindak pidana sebenarnya diakibatkan oleh tidak adanya

pengertian dan istilah secara kokrityang digunakan setiap negara

tentang tindak pidana,terlebih lagidalam undang-undang ataupun

regulasimanapunbelum adayangmemberikandefenisihukum pidana

dantindakpidanaitusepertiapa.

Makadariitukitamencobamenguraikanbeberapapendapatdari

ahlihukum pidanamengenaiistilahhukum pidana,berikutpendapat

paraahlihukum mengenaihukum pidana:

1.Pompememberikanpengertiantindakpidanadalam TriAndarisman

mengemukakanbahwa:4

a.“Pompemenjelaskanmenuruthukum positifbahwakejadian

atauFeityangolehperaturanperundang-undagandirumuskan

sebagaiperbuatanyangdapatdihukum”

b.“Pompe juga menjelaskan berdasarkan teorisuatu sesuatu

perbuatan yang melanggar norma yang dilakukan baik

4Triandarisman,2006hukum pidana,asas-asasdanaturanumum hukum pidanaindonesia
(bandarlampung,universitaslampung,hal53-54
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disengajamaupuntidakdisengajayangakibatnyakesalahan

pelanggardiberikan ancaman pidana guna mempertahankan

aturanhukum dankesejahteraan”

2.Henisiswanto dalam bukunya jugamenjelaskan pengertian tindak

pidanahenimenjeaskanbahwa5tindakpidanaadalah“dasardari

hukum pidanasedangkankejahatanatauperilakujahatdapatdiartikan

sebagaiperbuatankriminologis,kejahatanatauperbuatanjahatdalam

artiyuridisnormatifadalahsepertiyangterwujudinobstractodalam

peraturan pidana,namun kejahatan dalam artikriminologisadalah

perbuatanmanusiayangmenyalahinormayanghidupdimasyarakat

secarakonkret”

3.Sedangkanmenurutlamintang6 menegaskan“tindakpidanadikenal

denganistilahFeityangdiambildaribahasabelandayangartinya

suatu kenyataan dalam bahasa aslinya strafbaar feit yang

diterjemahkan dalam berbagai kenyataan yang dapat dihukum

merupaknhalyangdianggapkurangtepat

4.Moeliatnojugamemberikandefenisitindakpidanayaitu:7

a.Istilahtindakpidanamerupakanistilahyangresmidigunakandi

undang-undang indonesia,karena hampirseluruh peraturan

5Henisiswanto,2005hukum pidanabandarlampunguniversitaslampunghlm 35
6PAFLamintang1984hukum penentensierindonesiabandung:armico
7Moeliatno,Asas-AsasHukum PidanaBinaAksara,Jakartahal59
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menggunakan istilah tersebut seperti undang-undang

perlindugan,undang-undangtindakpidanakorupsi,dst

b.Didalam istilahtindakpidanapalingbanyakdigunakanolehahli

hukum

c.Delik yang dianggap berasaldarikata kejahatan (latin)

sebenarnya dipakai untuk menggambarkan gambaran

kejahatan

d.Didalam bukunyatirtamidjajugaditemukanistilahpelanggaran

e.Sedangkan karna dan scharavenrijk menggunakan istilah

tindakanyangdapatdihukum

2.3.2.Unsur-UnsurTindakPidana

(Simanjuntak)8 mengemukakan dalam bukunya "Teknik

PemeliharaandanUpayaHukum"bahwa"tindakpidanaadalahtindakan

kejahatan fisikyang terkandung dalam perbuatan pidana"Pendapat

UsmanSimanjuntakcenderungmenggunakanprasakatatindakpidana

untukpenafsiranperbuatanyangberakibatpidanakarenaistilahitu

dianggaplebihkonkritdanmengarahpadatindakanfisiktindakpidana,

karenatidaksemuatindakfisikadalahtindakpidanadansebaliknya

8Usmansimanjuntak2012TeknikPemeliharaandanUpayaHukum
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suatutindakanfisikdapatmenyebabkanberbagaitindakpidana.

(Prodjodikoro)9 Mengemukakan secara umum mengenaiistilah

kejahatanbahwa“kejahatanidentikpenggunaanistilahdelik,yangasal

muasalnyaberasaldaribahasalatin,denganistilahtindakpidana.Dan

jugadisebutkandalam KBBIDelikberartiperbuatanatauperilakuyang

diancam denganhukumankarenamelanggarhukum pidana.Lebihjauh,

dikatakan bahwa kejahatan adalah tindakan dimana pelaku dapat

dihukum oleh hukum pidana.dan pelaku inibisa menjadi"subjek"

kejahatan”

Definisipelanggaran kriminaldiatas sejalan dengan prinsip

legalitas(nullum delictum),sebagaimanaditegaskanolehPasal1(1)

KUHP,ditegaskan bahwa "tidak ada tindakan yang dapatdihukum

kecualikekuatanhukumanyangadasebelum kejahatan"

Dalam peristilahan tindak pidana disebutkan bahwa beberapa

macam istilahyangdigunakanpadaumunyasepertidiabawahini:

1.Starfmemilkiistilahterjemahanpidana/hukuman

2.Baarmemilikiistilahterjemahandapat/boleh

3.Feitmemilikiistilahyangditerjemahkansebagaiperbuatan

9 Wirjonoprodjodikoro2009hukum pidanaindonesiamandarmajujakarta:hal59



27

Jadipada dasarnya istilah starfbaarfeitjuga diartikan sebagai

perbuatanyangmemilikikemampuanuntukdipidanakanataudikenakan

hukuman,apabilakitainginmelihatlebihjauhbahwakapansuatutindak

pidanaitudapatdikategorikanbahwasuatuperistiwapidana,seperti

yangdiungkapkan

(AndiHamzah)megemukakan“tindakpidanaakanterjadiapabila

memenuhiunsur-unsur:10

1.Unsurmelawanhukukobjektif

2.Unsurmelawanhukum subjektif

3.Kelakuanatauakibatperbuatanmanusia.

4.Halikhwalataukeadaanyangmenyertaiperbuatan

5.Keadaantambahanyangmemberatkanpidana”

Sedangkan istilah tindak pidana juga disebutkan oleh Mezger

“yang menyebutkan kejahatan pidana harus memenuhiunsur-unsur

sebagaimanaundang-undang

1.Merupakanperbuatanyangdilakukanolehmanusia

2.Perilakuyangberlawanandenganhukum

10AndiHamzah2006Prinsip-PrinsiHukum Pidana,Pustaka,JakartaHlm23
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3.Pertanggungjawabannyatehadapseseorang

4.Dapatdiberikantindakpidana”

Ada perbuatan yang memang akan dipidanakan meskipun itu

terlahirdariperilaku yang dibawa sejak lahirdalam artian perilaku

bawaanyangdibawasejaklahirdimungkinkanakantergolongsebagai

tindakpidanaapabilamemilikipotensiuntukmelakukanpidanapada

umunyahalinibiasanyadikenaldenganistilah(OutardConduct)atau

denganitilahActusReus

Menurutlamintang bahwa orang yang dapatdiberikan pidana

adalahorangyangmemenuhiunsurdalam tindakpidana,dantindak

pidanaitudirumuskandantertuangkedalam aturanhukum yangberlaku

dan diyakiniyaitu KUHPidana,disiniLamintang memilkipandagan

tentangunsur-unsurtindakpidanayaitusecarumum telahditegaskan

dalam beberapaunsursepertiunsursubyektifdanunsurobejktif

1.UnsursubyektifmenurutLamintangadalahapayangmelekatpada

diripelakutindakpidana,sepertiisihatipelaku

2.Sedangkanunsurobjektifyaitusesuatuyangberhubungandengan

situasiataupunkondisidimanapidanaitudilakukan

Apabila kita melihatpandangan Lamintang bisa dikategorikan

tergolong masih sangatsederhana karena hanya menyebutkan diri

pelakudankeadaandimanaterjadinyaperistiwa.Menurutpandangan
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beberapaahlihukum pidanamengenaiunsur-unsurtindakpidanadapat

dibedakanmenjadi2(dua)yaitu:

1.Pandanganmonistisyaitupandanganmengenaisetiapperbuatan

pidanaadalahsyaratdaripemidanaanpandanganinidianutdari

beberapaahlihukum spertisimons,vanhammel,mezger

2.Sedangkan pandangan dualistis memberikan padangan bahwa

adanyapemisahanperbuatanantarasusuatuyangdilarangdan

sanksiyangdiberikansertabisadipertanggungjawabkanaliranini

diikutiolehH.B.Vos,W.P.J.Pompe,danMoeliatno

Selain pengertian tindak pidana oleh beberapa pakardiatas,

adapununsur-unsurtindak pidana lebih kepada penjabaran rumusan

delik. Dalam menjabarkan sesuatu rumusan delik ke dalam unsur-

unsurnya,maka yangpertama-tama harus dibahas adalah tindakan

manusia,dimanatindakanmanusiatersebutmemenuhiunsursubjektif

dan objektif yang diatur di dalam KUHP, dan harus dapat

dipertanggungjawabkanolehpelakunya.

Jikaberbicaraunsursubjektif,maka yangadadalam pikirankita

adalahunsuryangadadidalam diripelaku.Makadidalam asasyang

tertuangdalam hukum pidanaadalahtiadakesalahantanpahukuman.

Maka dapatdiuraikan unsur-unsursubjektifdidalam sebuah tindak

pidanasebagai:

1.Adanyakesengajaanatauketidaksengajan;
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2.Mempunyaimaksuddantujuansepertipencurian,pemalsuan,

pemerasan,danlainsebagainya;

3.Adanya perencanaan terlebih dahulu,sepertipembunuhan

berencana.

4.Adanyaketakutanatauperasaantakut.

Sementarajikakitaberbicaraunsurobjektif,makayangakanmuncul

pertamakaliadalahsebuahkeadaanyangdimanadalam keadaanitu

pelaku menentukan tindakan apa yang akan dia lakukan.Dan unsur

objektifdalam sebuahtindakpidanasebagaiberikut11:

1.Sifatmelanggaratauwederrechtelijkheid;

2.Akibatatauresulf;

3.Keadaanataucircumstances;

Unsursubjektifdanunsurobjektifyangterkandungdalam unsur-unsur

pidanadantidakdapatpuladipisahkan,dimanajikasalahsatuunsur

tindakpidanatidakada,makatuntutanyangdilakukanolehjaksalemah

danbisajaditerdakwadibebaskan.

Unsur-unsurtindakpidanamenurutMoeljatnoyakni:

a.Adanyasebuahtindakanataupunperbuatan;

b.Yangtidakdiperbolehkanolehundang-undang;

c.Danyangmemilikisanksi.

Jikadilihatdariunsurdiatasmakasegalasesuatunyabertumpupada

11TeguhPrasetyo,Op.cit.hal.192
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perbuatandarisipelaku,dimanaperbuatanitutidakbisadipisahkandari

diripelaku,dan perbuatan itu memilikiancaman hukuman,dimana

ancamanhukumanmemilikipengertiansebagaidijatuhinyapidana.

AdamiChazawimengutipdariSchravendikmenagatakanbahwaunsur

-unsurdalam tindakpidanaadanyaperbuatanyangbisadipersalahkan,

dimana perbuatan tersebutdilakukan oleh orang atau subjek,serta

memilikisanksipidana,jikaperbuatantersebutmerupakanpelanggaran

terhadapaturanyangtelahditetapkanolehundang-undang.

Sementaradidalam KUHP sendiri,unsur-unsuryangterdapatdalam

tindakpidanaadalah:

a.Adanyaunsurperbuatanyangdilakukanolehsubjek(pelaku).

b.Perbuatanyangdilakukanmemilikisifatmelawanhukum atau

melanggarundang-undang.

c.Adanyaakibatdariaturanyangdilanggarnya.

d.Sebuah keadaan yang menyertaipelaku dimanapelaku bisa

melakukantindakannya.

e.Memilikisyarattambahan agarperbuatan itu bisa dituntut

denganpidana.

f. Adanya syarat yang bisa memberatkan sebuah tindakan

tersebut.

g.Memilikisyarattambahanuntukdapatdipidananyaperbuatan

itu.
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h.Memilikiobjekdaritindakanitu

i. Subjekmemilikisyaratdapatmempertanggungjawabkan.

j. Adanya syarattambahan yang bisa meringankan perbuatan

pidanaitu.

JikadilihatdariunsuryangdiuraikanolehKUHPmakaunsuryang

takpernahlepasdarisebuahtindakpidanaadalahunsursubjekdan

objek.Dimana dalam unsur subjek lebih menitik beratkan pada

kesalahanyandimilikiolehpelakuataulebihkepadayangadadidalam

diripelaku,danunsurobjeklebihkepadakeadaandaridilakukannya

perbuatanitu.

Disinidapatdisimpulkanbahwaadatigarumusanyangtakpernah

lepasdariunsur-unsurpidanaantaralain,menuliskankualifikasidari

pidananyatanpamenyebutadanyaunsur-unsurpokokdanancamannya,

menuliskansemuaunsuryangpokoktanpamenyebutkanpembagian

danancamanhukuman,sertamenuliskansemuaunsur-unsurpokok

didalamnyasertaapasajaancamanhukumannya.

2.3.3.Jenis-JenisPidana

Setiappembahasantindakpidanaperludibedakanjenispidana

yangdikenalsecaraumum,halinidikarenakanadanyaperilakuhukum

pidana dikehidupan masyarakatyang beragam,atas dasarsuatu

keadaantertentudidalam bukuhukum pidanaindonesiayangbelaku

telahditemukantindakpidanaantarakejahatansepertiyangdijelaskan
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padabukuIIsertapelanggaranpadabukuIII,doktrinpemidaaninidapat

dilihatberdasarkanjenisdelikataupidanasebagaiberikut:

1.Delikmateril

Delikmateriladalahdelikyangakantimbulakibatdarisuatu

perbuatansehinggapenerapanyapadaaturanyangberlaku

diancam olehundang-undang,dikarenakandelikinitimbul

setelah adanya akibatdariperbuatan muncullah sebuah

sanksiatauancamansepertiyangdijelaskanpadacontoh

pasalpembunuhandanpenganiyaan

2.Delikformil

Adalahdelikyangmemangtelahdilarangdantidakmelihat

bagaimanaakibatdaridelikini,delikformiladalahdelik

yang mengatursecara khusus perbuatan pidana yang

melarang seseorang untuk berbuatyang dilarang oleh

undang-undang, sehingga meskipun delik ini belum

diketahuiakibatnya

Contohdelikformiliniadalahpasal362KUHPidanadan

pasal209tentangsumpahpalsu

Dandasardaritindakpidanayangdikategorikankedalam jenis

tindakpidanaantaralain:

1.Kejahatandanpelanggaran
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2.Kesengajaandanketidaksengajaan

3.Delikformildandelikmateril

4.Delikterhadaptubuhdannyawa,penganiayaandankesusilaan

5.Delikyangdilakukansaatitudandelikyangberkepanjangan

6.Delikumum dandelikkhusus

7.Delikkomisidandelikomisi

8.Delikyangmemberatkandandelikyangmeringankan

9.Delikpropiadandelikkomunia

10.Delikyangberangkaidandelikyangberdirisendiri

1.KejahatandanPelanggaran

AdatigadefinisikejahatanmenurutGersonW.Bawenganmasing-

masingadalah12:

a.Pengertiansecarapraktis

Kejahatan dalam pengertian secara praktis adalah sebuah

pelanggaranyangmelanggarnorma-normayangadadidalam

12AbdulWahid,MuhammadIrfan,2011,PerlindunganTerhadapKorbanKekerasanSeksual,
BandungRefikaAditama,Hal27.
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masyarakatsertamemilikisanksi,antaralainnormahukum,

kesusilaan,kesopanan,dannormaagama.

b.Pengertiansecarareligius

Kejahatansecarareligiusadalahkejahatanyangdiidentikkan

dengan dosa,dimana setiap jiwa pendosa sebagaimana

tertuangdalam alkitabmendapatkanhukumanapineraka.

c.Pengertiansecarayuridis

Kejahatandalam artiyuridisadalahkejahatanyangdituliskan

dalam hukum positifnya Indonesia,sepertididalam Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dimana setiap

perbuatan yang diaturdalam buku dua adalah perbuatan

kejahatan.Sementarapelanggaran,merupakansegalasesuatu

yangdiaturdalam bukutigaKUHP.

2.DelikMaterildanFormil

Delik materilmerupakan delik yang dinyatakan selesaidengan

dilakukannyaperbuatanitu.Sementaradelikformiladalahdelik

yangmenitikberatkanpadaakibatdariperbuatanitu.13

3.DelikDolusdanCulpa

13TeguhPrasetyo,Op.cit,Hal59.
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Delik Dolus adalah delik yang menitikberatkan pada sebuah

kesengajaan. Sementara delik Culpa adalah delik yang

menitikberatkanpadakealpaan.14

4.DelikComimissionisdandelikOmissionis

DelikComimissionisadalahdelikyangberbentukperbuatanyang

dilarangataubukanperbuatanyangdiharuskan,sementaradelik

Omissionisadalahdelikyangtidakmelaporkanadanyamufakat

yangjahat.15

5.DelikAduandanbukanAduan

Delikaduanmerupakandelikyangdimanakorbanyangmengalami

kejadian tersebut melaporkan (mengadu), contohnya seperti

penghinaan,perzinahandanpemerasan.Sementaradelikbukan

aduandibagiatasdua,yaknidelikbukanaduanabsolutedandelik

bukan aduan relatif . delik bukan aduan absolute yang

penuntutannya hanya berdasarkan pengaduan,sementara delik

bukanaduanrelatifyangpenuntutannyatanpaperlupengaduan.16

2.4.TinjauanUmum PenerapanSanksi

2.4.1.PengertianPenerapanSanksi

14TeguhPrasetyoOp.cit,Hal60.
15TeguhPrasetyoLoc.cit,Hal60.
16TeguhPrasetyoOp.cit,Hal61.
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Aristoteles dalam buku suroso seorang filsuf yunanitelah

menggabarkan pengertian 17manusia sebagaimakhluk sosialyang

hidup dalam rangkaian masyarakatdalam suatu kesatuan (zoon

politicon),yangmemilikihubungansalingmembutuhkansatudengan

yang lainya,kebutuhan itu dapatberupa secara langsung maupun

secaratidaklangsungbaikhalituberdasarkankesepakatanmaupunhal

yangbertentangan.

Dalam kehidupanbermasyarakatdidapatiantarakesenjagansosial,

yaituberupahalyangmemilikikarakterkesepahamandanhalyang

memilkikarakter bertentangan,dengan alasan kesepahaman dan

bertentagandiadakanyasuaturegulasiyangdapatmengaturalurdalam

terciptanyaperadabanyangtertibgunamenciptakanperdamaian(Rust

EnOrde).Perdamaianyangdimaksudadalahkehidupanyangamandan

damaisesuaiengan petunjuk hidup serta pedoman hidup,namun

demikian yang menjadi tolak ukur peradaban setiap kelompok

masyarakatatau golongan adalah hukum yang timbuldan tumbuh

berkembangbersamamereka.

Apabiakitaberbicaramengenaihukum sebaiknyamemperhatikan

terlebihdahuludefenisihukum yangdiungkapkanolehUtrechdikutip

17R.Suroso2006PengantarIlmuHukum,SinarGrafikaHlm 40
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olehsoerosomenegaskanbahwa18“ilmuhukum merupakanhimpunan-

himpunan petunjuk hidup (perintah-perintah)dan larangan-larangan

yangmengaturtatatertibdalam sesuatumasyarakatdanseharusnya

ditaatioleh anggota masyarakat”.Apabila kita melihatpengertian

hukum diatastelahditemukantitikterangapayangdiungkapkanoleh

utrechbahwahukum ituadalahsekumpulantulisanperaturanyang

dibuatdalam satubukusebagaipedomanmasyrakatluas.

SedangkanmenurutP.Borstmemberikandefinisitentanghukum

itu bahwa19 “keseluruhan peraturan perbuatan manusia didalam

masyarakatyangpelaksanaanyadapatdipaksakandanbertujuanagar

menimbulkan tata kedamaian atau keadilan”menurutP.Borstyang

memberikan definisihukum lebih menitik beratkan pada perbuatan

manusia yang dilarang dan dapatdipaksakan sebuah aturan guna

mengaturnya.

Apabilakitamelihatduadefinisiyangdiungkapkanolehkeduaahli

hukum diatashampirkeduanyamenghubungkandengansanksidengan

alasan adanya sifatyang (MengaturDan Memaksa)yang artinya

sesuatu hal yang dianggap memiliki potensi untuk merusak

ketentramanmasyarakatakandiaturdandilakukansecaramemaksa,

memaksadalam artianapabilatidakdiindahkanakandikeluarkansanksi

18IbidHlm 27
19IbidHlm 27
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yangberatbagipelanggarnya

Hans Kelsen juga memberikan definisimengenaisanksiyaitu

“reaksikoersifmasyarakatatastingkahlakumanusia(faktasosial)

yangmenggangumasyarakat”padapandangankelsenyangdimana

pemberlakuanNormaituselaludibarengidenganSanksi,dikarenakan

apabilasuatunormayangtelahdipahamidantidakdilaksanakansecara

baik menurut kelsen akan diikutisanksi,sebagaiesensidalam

organisiasihukum,halinimemang disiapkan dan diarancang guna

menjaga semua perilaku sosialserta manusia pada umunya yang

diperhadapkandengansituasidankondisitertentu.

2.4.2.JenisJenisSanksi

Didalam IlmuHukum Positifdikenalbeberapajenissanksidan

peristilanyayaitu:

1.SanksiPidana

Yaitusanksiyangbersifatmemaksaakibatdariesensiperilaku

manusia yang berbuatjahatatau lalaiterhadap sesuatu yang

mengakibatkan seseorang mengalamikerugian,sanksipidana

sebenarnyabersifatmemaksagunamembatasidanmengatasi

perilakujahattiapmanusiasebagaifungsipencegahanketertiban,

apabiladilihatdariwujudperbuatanjahatituberupaperbuatan
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melawan hukum atau perbuatan yang melanggar ketertiban

masyarakatluas.Sanksiitubersumberdarikitabundang-undang

hukum pidana (KUHP)sebagaimana induk darisanksihukum

pidana

Berikutbentuksanksipidanayangdiaturpadapasal10KUHP:20

1.Pidanapokok

a.Pidanamati

b.Pidanapenjara

c.Pidanakurungan

d.Pidanadenda

e.Pidanatutupan

2.Pidanatambahan:

a.Pencabutanhak

b.Perampasasnbarang-barangtertentu

c.Pengumumanputusanhakim

Keduasanksipidanadiatasdikenaldengansanksiyangbisa

diberikan berdasarkan tingkatperbuatan jahatyang dilakukan

20KuhpidanaPasal10
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setiapmanusia.

2.SanksiPerdata

Dalam hukum perdatadikenaldenganadanyaberupasanksi

yaitu:

1.Sanksiyangdiberikanbagiorangyangtidakmemenuhisuatu

Prestasi

2.Adanya suatu keadaan dimana dianggap hukum itu telah

hilang

Sehinggadalam suatupemutusansanksihukum perdatasuatu

putusandibagimenjaditigabagianyaitu:

1.Terciptanyasuatukeadaanyangdimanaputusanhukum itu

bersifatmenegaskansebuahsanksi(putusandeclaratoir)

2.Terciptanya sebuah sanksiuntukmenghukum pihakyang

tidakmemenuhisebuahprestasiagarmembayargantirugi

(putusancomdemnatoir)

3.Terciptanya suatu keadaan dimana suatu putusan itu

menghilangkanaturanatausituasihukum yangbaruguna

memutuskansuatuperkara

3.SanksiAdminstratif
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Sanksiadnminstrasiadalahsanksiyangdiberikanbagisuatuorang

yang telah melanggaradministrasiatau tidak mematuhiaturan

hukum dalam keadan tertentu biasasnya sanksi administrasi

diberikan

a.Sanksidenda

b.Sanksipemberhentiansementara

c.Sanksipencabutanizinataupembekuan

2.5.TinjauanUmum Penyitaan

2.5.1.PengertianPenyitaan

PengertiandarikatapenyitaanmenurutPasal1angka16KUHAP

adalahserangkaiantindakanpenyidikuntukmengambilalihdanatau

menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak

bergerak,berwujud atau tidak berwujud guna untuk kepentingan

pembuktiandalam penyidikan,penuntutandanperadilan.Dengankata

lain penyitaan merupakan pengambilalihan suatu benda gunauntuk

kepentingandipersidangan

DefinisipadaPasal1angka16KUHAPtersebutpenyitaanyang
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dimaksudkan hanya terbatas untuk kepentingan pembuktian saja.

Tindakanpenyitaansesungguhnyabersentuhanlangsungdenganhak

asasimanusiayangpokok,yaitumerampaspenguasaanmilikorang

lain,namunartidaripenyitaanitusendiriberbedadenganperampasan,

barang yang telah disita dihadirkan dipersidangan untuk dijadikan

barang bukti,setelah selesaidibuktikan maka hakim memutuskan

barang tersebutdirampas oleh Negara atau dikembalikan kepada

pemilikyangsah21

Didalam pasal23 Peraturan KapolriNomor10 Tahun 2010,

dijelaskanmengenaibarangsitaanyangapabilasecaralegalituadalah

milikpihakketigasepertialat-alattransportasidansebagainyayang

ditempatkandigudangpenyitaanNegara,biasanyadapatdigunakan

olehpihakketigadenganSuratPernyataanPinjam PakaiBarangBukti.

Akantetapitidaksemuapernyataanterhadapbarangtersebutdapat

dikabulkan oleh penyidik dikarenakan kondisidan situasidalam

penyidikan.Penyidikharusmenilaidanmenelitibarangbuktitersebut

terlebihdahulusebelum menetapkanbarangbuktiitubisaatautidak

bisa diserahkan kepada pihak ketiga sebagaibarang pinjaman.

Pertimbangan tersebut sangatlah penting bagi pihak penyidik

dikarenakan apabila suatu saatbarang itu diperlukan lagidalam

21MuhammadTaufikMakarao,danSuhasril,2008Hukum AcaraPidanaDalam Teoridan
Praktek,GhaliaIndonesia,Bogor,,hlm 108
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penyidikan,maka pihak ketiga harus menerima resiko atas barang

tersebutuntukdisitakembaliolehpenyidik.Sehingga,apabilabarang

dapatdigunakanakantetapitetapterjadisuatukerugianterhadappihak

ketiga.

Olehkarenaitupenyitaanyangdilakukanuntukkepentinganacara

pidanaharussesuaidenganundang-undangdandilakukanapabilatelah

mendapat perintah dari Ketua Pengadilan Negeri setempat

sebagaimanadituliskanpadaPasal38ayat(1)KUHAP

Benda-benda lain yang dapatdisita untuk kepentingan acara

pidanadiaturdalam Pasal39ayat(1)KUHAPyaitubenda-bendayang

memenuhiunsursebagaiberikut;

1.Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk

melakukandelikatauuntukmempersiapkannya(Pasal39

ayat(1)butirbKUHAP.

2.Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi

penyidik(Pasalayat(1)butircKUHAP)

3.Bendayangkhususdibuatataudiperuntukanmelakukan

delik(Pasalayat(1)butircKUHAP)

4.Bendalainyang mempunyaihubunganlangsung dengan

delikyangdilakukan(Pasal39ayat(1)butireKUHAP)
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Sesuaidenganisidalam Pasal44ayat(1)KUHAP,benda-benda

sitaantersebutdisimpandidalam rumahpenyimpanansitaannegara

sampaiwaktuyangbelum ditentukan

2.6.KerangkaPikir

Pasal38ayat(1)KUHAP

Pasal39ayat(1)KUHAP

ANALISISHUKUM SAHATAUTIDAKNYA
PENYITAANSTUDIPUTUSAN

(3/PID.PRA/2021/PNGTO)
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2.7.DefenisiOperational

1.Analisishukum adalahbentukanalisisuntukmenentukansikap

danperilakusesorangterhadapobjekhukum

2.Penyitaan adalah kegiatan mengambil barang bukti untuk

kepentinganpembuktiandipengadilan

3.Penyitaan penyidikan adalah barang buktiyang diambildan

AnalisisHukum SahAtauTidaknya
Penyitaan Studi Komparasi
Putusan (8/Pid.Pra/2017/Pn Gto
/3/Pid.Pra/2021/PnGt)

1.Penyitaan

2.PerintahPengadilan

Pertimbagan Hakim
MemustukanSahAtauTidaknya
Penyitaan Studi Komparasi
Putusan (8/Pid.Pra/2017/Pn Gto
/3/Pid.Pra/2021/PnGt)

1.PertimbaganHukum

2.PertimbaganHakim

KepastianHukum SahAtauTidaknyaPenyitaan
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diamankanolehpihakkepolisian

4.Perintahpengadilanadalahkegiatanpenyitaanyangdidasarkan

atasperintahpengadilan

5.Pertimbagan hukum adalah bentukpertimbagan yang diberikan

olehhakim atasdasarperintahundang-undnag

6.Pertimbagan hakim adalah bentuk pertimbagan yang diberikan

olehhakim atasdasarpenafsiranhakim sendiri

BABIII

METODEPENELITIAN

3.1.JenisPenelitian

Penelitianinidilakukandenganmenggunakanmetodepenelitian
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kepustakaan(libraryresearch)ataudenganistilahjudicialnormative,

yaitu carapengumpulan datadengan bersumberpadabahan-bahan

pustaka.Olehkarenaitujenisdatayangdigunakandalam penelitianini

adalahdatasekunderyangterdiridaribahanhukum primer,sekunder,

dantersier22

Metodeataucarayangdipergunakandidalam penelitianhukum

yangdilakukandengancaramenelitibahanpustakayangada.Tahapan

pertamapenelitianhukum normatifadalahpenelitianyangditujukan

untuk mendapatkan hukum obyektif(norma hukum),yaitu dengan

mengadakan penelitian terhadap masalah hukum.Tahapan kedua

penelitian hukum normatifadalah penelitian yang ditujukan untuk

mendapatkanhukum subjektif23

3.2.MetodePendekatan

Didalam penelitianhukum terdapatbeberapapendekatan,dengan

22Bambangsunggono.2003.MetodePenelitianHukum.RajaGrafindoPersada:Jakarta.hlm
73
23Ibidhlm 79
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pendekatantersebutpenelitiakanmendapatkaninformasidariberbagai

aspek mengenaiisu yang sedang dicoba untuk dicarijawabannya.

Metodependekatandalam penelitianiniadalahpendekatanperaturan

perundang-undangan(StatueAproach)

3.3.SumberData

Bahan hukum primer,yaitu semua bahan/materihukum yang

mempunyaikedudukanmengikatsecarayuridis.Bahanhukum primer

terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan

penelitiandanbahanhukum sekunder,yaituberupabahanataumateri

yangberkaitandanmenjelaskanmengenaipermasalahandaribahan

hukum primeryangterdiridaribuku-bukudanliterature-literatureterkait

Analisis Hukum Sah Atau Tidaknya Penyitaan Studi Putusan

(3/Pid.Pra/2021/PnGto)

3.4.PengumpulandanPengolahanData

Bahan hukum dikumpulkan melaluiprosedurinventarisasidan

identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan

sistematisasibahan hukum sesuaipermasalahan penelitian.Oleh

karenaitu,teknikpengumpulandatayangdigunakandalam penelitian

iniadalah dengan studikepustakaan.Studikepustakaan dilakukan

dengancaramembaca,menelaah,mencatatmembuatulasanbahan-

bahanpustakayangadakaitannyaAnalisisHukum SahAtauTidaknya
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PenyitaanStudiPutusan(3/Pid.Pra/2021/PnGto)

3.5.AnalisisData

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data dilakukan

dengansistematikaterhadapbahan-bahanhukum tertulis.Sistematisasi

beraratimembuatklasifikasiterhadap bahan-bahan hukum tersebut

untukmemudahkanpekerjaananalisisdankonstruksi.

Kegiatan yang dilakukan dalam analisisdata penelitian hukum

normatifdengancaradatayangdiperolehdianalisissecaradeskriptif

kualitatifyaituanalisaterhadapdatayangtidakbisadihitung.Bahan

hukum yangdiperolehselanjutnyadilakukanpembahasan,pemeriksaan

dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah

menjadidatainformasi

Hasilanalisabahanhukum akandiinterpretasikanmenggunakan

metodeinterpretasi(a)sistematis;(b)gramatikal;dan(c)teleologis.

Interpretasisistematis ditujukan untuk menetukan strukturhukum

dalam penelitianini.Interpretasisistematis(systematischeinterpretatie,

dogmatischeinterpretatie)adalahmenafsirkandenganmemperhatikan

naskah-naskahhukum lain.Jikaditafsirkanadalahpasal-pasalsuatu

undang-undang,ketentuan yang sama apalagisatu asas dalam

peraturan lainnya juga harus dijadikan acuan.Dalam penafsiran ini

mencariketentuan-ketentuanyangadadidalamnyasalingberhubungan
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sekaligusapakahhubungantersebutmenentukanmaknaselanjutnya.

Akan tetapi, dalam hubungan tatanan hukum yang tidak

terkodifikasi,merujukpadasistem dimungkinkansepanjangkarakter

sistematis dapatdiasumsikan (diandaikan).Selanjutnya interpretasi

gramatikal(WhatDoesItLinguiticallyMean)yaitumetodepenafsiran

hukum padamaknateksmengenaiAnalisisHukum SahAtauTidaknya

PenyitaanStudiPutusan(3/Pid.Pra/2021/PnGto)

BABIV



52

HASILPENELITIANDANPEMBAHASAN

4.1.Analisis Hukum Sah Atau Tidaknya Penyitaan StudiKomparasi

(3/Pid.Pra/2021/PnGto)

4.1.1.Penyitaan

PengertiandarikatapenyitaanmenurutPasal1angka16KUHAP

adalahserangkaiantindakanpenyidikuntukmengambilalihdanatau

menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak

bergerak,berwujud atau tidak berwujud guna untuk kepentingan

pembuktiandalam penyidikan,penuntutandanperadilan.Dengankata

lainpenyitaanmerupakanpengambilalihansuatubendagunauntuk

kepentingandipersidangan

DefinisipadaPasal1angka16KUHAPtersebutpenyitaanyang

dimaksudkan hanya terbatas untuk kepentingan pembuktian saja.

Tindakanpenyitaansesungguhnyabersentuhanlangsungdenganhak

asasimanusiayangpokok,yaitumerampaspenguasaanmilikoranglain,

namun artidaripenyitaan itu sendiriberbeda dengan perampasan,

barang yang telah disita dihadirkan dipersidangan untuk dijadikan

barang bukti,setelah selesaidibuktikan maka hakim memutuskan

barang tersebutdirampas oleh Negara atau dikembalikan kepada
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pemilikyangsah24

Didalam pasal23 Peraturan KapolriNomor10 Tahun 2010,

dijelaskanmengenaibarangsitaanyangapabilasecaralegalituadalah

milikpihakketigasepertialat-alattransportasidansebagainyayang

ditempatkandigudangpenyitaanNegara,biasanyadapatdigunakan

olehpihakketigadenganSuratPernyataanPinjam PakaiBarangBukti.

Akantetapitidaksemuapernyataanterhadapbarangtersebutdapat

dikabulkan oleh penyidik dikarenakan kondisidan situasidalam

penyidikan.Penyidikharusmenilaidanmenelitibarangbuktitersebut

terlebihdahulusebelum menetapkanbarangbuktiitubisaatautidak

bisa diserahkan kepada pihak ketiga sebagaibarang pinjaman.

Pertimbangan tersebut sangatlah penting bagi pihak penyidik

dikarenakan apabila suatu saatbarang itu diperlukan lagidalam

penyidikan,maka pihak ketiga harus menerima resiko atas barang

tersebutuntukdisitakembaliolehpenyidik.Sehingga,apabilabarang

dapatdigunakanakantetapitetapterjadisuatukerugianterhadappihak

ketiga.

Olehkarenaitupenyitaanyangdilakukanuntukkepentinganacara

pidanaharussesuaidenganundang-undangdandilakukanapabilatelah

mendapat perintah dari Ketua Pengadilan Negeri setempat

24MuhammadTaufikMakarao,danSuhasril,2008Hukum AcaraPidanaDalam Teoridan
Praktek,GhaliaIndonesia,Bogor,,hlm 108
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sebagaimanadituliskanpadaPasal38ayat(1)KUHAP

Sesuaidenganisididalam Pasal44ayat(1)KUHAP,benda-benda

sitaantersebutdisimpandidalam rumahpenyimpanansitaannegara

sampaiwaktuyangbelum ditentukan

Ananlisis

1.Putusannomor8/Pid.Pra./2017/PNGto

Putusan PN GORONTALO Nomor8/Pid.Pra.Peradilan/2017/PN

Gto Tanggal20September2017— -MUHAMMAD FAJRIN,SH.,MH

LAWAN -KAPOLRICq.KORLANTAS POLRICq.KAPOLDA GTO Cq.

DIRLANTASPOLDAGTOCq.KAPOLRESKOTAGTOCq.KASATLANTAS

POLRES KOTA GTO dalam amar putusan inidisebutkan bahwa

pelanggaranlalulintasbukanmerupakanobjekprapradilan

(bahwadariketeranganPutusanMahkamahKonstitusitersebut

diatas,terlebih khusus tentang “Penyitaan”,tidak termasuk

“Penyitaandalam PelanggaranLaluLintas”,sehinggaPemohon

yangsangatmengertidenganaturanhukum tapisangatkeliru

dalam menafsirkanpenerapanhukum tersebuttermasukPutusan

MahkamahKonstitusi,olehnyadalilPemohonbaikitupadapoint

angkaromawiIdanpadapointangkaromawiIIkhususnyaangka1

halaman2dalam gugatannyapatutditolakataudikesampingkan)
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Berdasarkanbunyipetikanputusandiatasapabiladihubungkan

denganputusanMKNo.21/PUU-XII/2014ketentuanPasal77hurufa

Undang-undangNo.8Tahun1981tentangKitabUndang-undangHukum

Acara Pidana (KUHAP)telah diperluas sehingga kewenangan pra

peradilanbukanhanyauntukmemeriksadanmemutus,sesuaidengan

ketentuan yang diaturdalam undang-undang initentang sah atau

tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau

penghentianpenuntutan,tetapimeliputipulasahtidaknyapenetapan

tersangka,penggeledahan,PENYITAAN,pemeriksaansurat

Dalam petikanputusanberdasarkankronologis,saatmemasuki

Jalan NaniWartabone tak satupun papan informasiterlihatterkait

sedangdiadakannyasiping/Raziadanpadasaatsayabelokkearahkiri

menujujalanJlJalaludinAtantutiba-tibaPemohondenganistrikaget

sebabdihentikanolehseorangpetugasyangmemakaibajuseragam.

MakadariitupemohonmengajukangugatanPrapradilandengan

alasan bahwaberdasarkan PP Peraturan PelaksanaUndang-Undang

LalulintasUU NO 22Tahun2009Polisiwajibmemperlihatkansurat

tugas serta alasan memberhentikan pengguna jalan ketika dalam

melaksanakantugasdijalanraya

Undang-Undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Pidana (KUHAP)pada Bab X tentang Wewenang Pengadilan Untuk
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MengadilipadaBagianKesatutentangPraperadilanpasal77berbunyi:

Pengadilan Negeriberwenang untukmemeriksa dan memutus,

sesuaidenganketentuanyangdiaturdalam Undang-Undangini

tentang:

a.sahatautidaknyapenangkapan,penahanan,penghentian

penyidikanataupenghentianpenuntutan

b.gantikerugian dan atau rehabilitasibagiseorang yang

perkarapidananyadihentikanpadatingkatpenyidikanatau

penuntutan

Dalam Undang-UndangNomor22Tahun2009tentangLaluLintas

danAngkutanJalanpadaPasal260ayat(1),berbunyi:

“dalam halpenindakanpelanggarandanpenyidikantindakpidana,

PenyidikPolriselaindiaturdalam KUHAPdanUUtentangPolri

dibidangLaluLintasdanAngkutanJalanberwenang”huruf(d)

Namundalam PerkaraPokokhakim menolakPemohondengan

alasanoleh karena Anggota Lantas in casu Termohon dalam

tindakan hukumnya tidak bertentangan dengan aturan hukum yang

berlaku,sertaPelanggaranLaluLintastidaktermasukdalam objekPra

peradilan,maka“tidakrelevan”apabilaPemohonmerasadirugikanbaik

itu secara Materilmaupun Inmateril terhadap tindakan hukum
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Termohon, apalagi permohonan Inmaterilnya Pemohon sudah

bertentangan dengan PPRI Nomor 92 Tahun 2015 tentang

PelaksanaanKUHAP,sehinggasangatpatutdalilnyaPemohonyang

termuatdalam pointangkaromawiIIIituditolakataudikesampingkan

2.Putusannomor3/Pid.Pra/2021/PNGTo

(3/Pid.Pra/2021/Pn Gto) penyitaan terhadap kenderaan

bermotor oleh seorang PEMOHON yang telah dianggap melanggar

ketentuanperundang-undanganyangtidaksahmenuruthukum serta

bertentangandenganPeraturanPemerintahno.80tahun2012Tentang

tata cara Pemeriksaan kendaraan bermotordijalan dan Prosedur

penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Serta

Kepada TERMOHON untukmengembalikansepedamotoryangTelah

dilakukanpenyitaankepada PEMOHON,

Berdasarkan hasil penelusuran penulis, mengenai putusan

3/Pid.Pra/2021/PN Gto,ditemukan data selanjutnya bahwa perkara

tersebutdianutoleh pemohon sehingga perkara tersebutdianggap

damaidengandalilbahwa;

1.Menjagahubunganbaik,antaraparapenegakhukum

2.Menghindari sentimen negativ kelembagaan advokasi dan

kepolisian
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3.Hubunganemosionalpemohondantermohontelahmebaik

Tentunya bahasa sepakat untuk berdamaidalam penetapan

3/Pid.Pra/2021/PNGto,bukanatasdasarkepastianhukum,namunatas

dasarkemanfaatan hukum,namun apabila kita merujuk pada teori

hukum MenurutKelsen25 adalahsebuahsistem norma.Normaadalah

pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya”atau das sollen,

dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus

dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksimanusia yang

deliberatif

Makadariitumenurutpenulis,yangmenjadititikpermasalahan

dalam penelitianiniadalahkepastianhukum yangharusnampakdalam

putusankarenahalmenegnaiprapradilanpenegakanhukum lalulintas

sudah terjadike 2 (dua)kalinya agarmasyarakatjuga tercerahkan

dengankasussepertiini

4.1.2.PerintahPengadilan

Setiappermohonanyangdilakukansetiaplembagaperadilanakan

melahirkan sebuah putusan hakim yang disebut dengan istilah

penetapanhakim,penetapanpadadasarnyadikemukakanolehWidi

Handoko menegaskan bahwa26 “penetapan merupakan kebijakan

hakim yang dituangkan dalam putusan pengadilan dengan cara

25PeterMahmudMarzuki,2008PengantarIlmuHukum,Kencana,Jakarta,,hlm.158.
26WidiHandoko2014KebijakanHukum Pertanahan,ThafaMediaYogyakartaHlm 48
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mengajukanpermohonansertakonsultasimasalah-masalahhukum .

MenurutWidiHandokopengadilanataubadanperadilanmemiliki

tugasutamayaitumengadilidanmenetapkanhasildariperadilanguna

mencapaidaritujuan hukum,WidiHandoko menegaskan bahwa

kegunaandaripenetapanhakim adalahuntuk27

1.Memberikan perlindugan kepada setiap orang agarhaknya

tercapai

2.Memberikan batasan terhadap setiap orang agar tidak

melakukanhalyangdapatmerugikanoranglain

Apabila kita memperhatikan pengertian penetapan juga bisa

diartikansebagaiputusanhakim yangmengikatterhadapsuatuperkara

yangdimohonkankepengadilan,pengadilandisinidalam artianadalah

lembaga yang memberikan penetapan terhadap setiap kasus yang

dimohonkan,menurutSoerosopengadilanmerupakanlembagauntuk

mengadilisetiap perkara yang dimohonkan melaluipengadilan baik

tingkatpertamasampaiketingkatMahkamahAgungdalam sebuah

perkara,Soerosomenegaskanbahwa28 tugaspengadilanmemberikan

rasa keadilan terhadap sebuah perkara yang dimohonkan dan

penetapanituberupaputusanpengadilan.

27Ibid48
28R.Soeroso2003PraktikHukum AcaraPerdataSinarGrafikaJakartaHlm 38
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Sedangkan Sudikno Mertukusumo memberikan penjelasan

mengenaipenetapanyaitu29bagihakim yangmengadilisebuahperkara

harus memperhatikan peristiwa hukum yang terjadidan fakta-fakta

hukum dilapangan,dalam haliniperistiwa hukum bersifatpenentu

dalam perkarayang dimohonkan,setiap perkaramemilikikemiripan

tetapiditentukandenganperistiwahukum yangterjadi.

Makadaripenjelasankeduaahlihukum diatasdapattariksebuah

pengertianmengenaipenetapanyaitupenetapanmerupakanbahasa

yangdigunakanolehseoranghakim dandituangkandalam putusan

gunamemberikankepastianhukum yangmemilkialasansertadasar-

dasardarisebuahpenetapan,berdasarkanperatranperundang-undagan

danhukum yangtertulisyurisprudensimaupundoktrinhukum yang

dianut.

Berdsarkanhasilpenelitianyangdidapatkanolehpenulismengenai

kasusprapradilanditemukanadanyaprintahpengadilanbahwa;

8/Pid.Pra/2017/PnGto

1.Bahwasebagaimanaketentuanpasal77KUHAPyangtelahdiuraikan

diatas tentang kewenangan Hakim Pra peradilan memeriksa dan

memutussuatuperkaradalam lingkupprosespenyidikantentangsah

29SudiknoMertukusumo1999Hukum AcaraPerdataIndonesiaCetKe2LibertiHlm
201
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atautidaknyapenangkapan,penahanan,penghentianPenyidikanatau

penghentian penuntutan dan berdasarkan Putusan Mahkamah

Konstitusidalam perkaraNomor21/PUU-XII/2014tanggal23April

2015bahwapenetapanTersangka,Penggeledahan

2.BahwatindakanTermohonmengambilalihdanataumenyimpandi

bawah penguasaannya SIM milik Muhammad Fajrin (Pemohon)

tersebutmerupakantindakanyangharusdilakukanpetugasKepolisian

(Termohon)terhadapPelanggaranLaluLintasdanAngkutanJalan,

sehingga Hakim menilaidan mempertimbangkan bahwa tindakan

Termohon mengambilalih dan atau(Pemohon)tersebutbukanlah

tindakan dalam lingkup prosespenyidikan sebagaimana dimaksud

dalam ketentuanpasal77KUHAP

3.bahwaolehkarenaPermohonaninibukanruanglingkupPraperadilan

sehinggabukti-buktisuratyangdiajukanolehparapihakmenjaditidak

relevanlagiuntukdipertimbangkan

4.DALAM EKSEPSI(MenolakeksepsiTermohon)

3/Pid.Pra/2021/PnGt

MENGADILI

1.Mengabulkanpermohonan PEMOHON untukseluruhnya.
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2.Menyatakanpenyitaanterhadapkenderaanbermotor PEMOHON telah

melanggarketentuan perundang-undangan dan tidak sah menurut

hukum sertabertentangandenganPeraturanPemerintahno.80tahun

2012TentangtatacaraPemeriksaankendaraanbermotordijalandan

Prosedurpenindakanpelanggaranlalulintasdanangkutanjalan

3.Memerintahkan Kepada TERMOHON untuk mengembalikan sepeda

motoryangtelahdilakukanpenyitaankepada PEMOHON.

4.MemerintahkankepadaTermohonuntukmenggantisegalakerugian

yangtimbulakibatPenyitaantersebut.YaknisebesarRp.1.500.000

(satujutalimaratusriburupiah)

5.MembebankanbiayaperkarainikepadaNegara.

6.Dalam penetapan(Damai)denganalasan;

a)Menjagahubunganbaik,antaraparapenegakhukum

b)Menghindarisentimen negativ kelembagaan advokasidan

kepolisian

c)Hubunganemosionalpemohondantermohontelahmembaik

Menurutanalisispenulisada duakasusyang samamengenai

objekPraperadilanyaitupelanggaranlalulintasdengannomorperkara

(8/Pid.Pra/2017/PnGto/3/Pid.Pra/2021/PnGt),kasusyangpertama

ditolakdenganalasanpelanggaranlalulintasbukanobjekpraperadilan
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sedangkan kasus kedua berakhir damaidengan alasan menjaga

hubunganbaik,antaraparapenegakhukum,danmenghindarisentimen

negativ kelembagaan advokasi dan kepolisian serta hubungan

emosionalpemohondantermohontelahmembaik

4.2.Pertimbangan Hakim Memutuskan Sah Atau Tidaknya Penyitaan

StudiKomparasiPutusan(8/Pid.Pra/2017/PnGto/3/Pid.Pra/2021/Pn

Gt)

4.2.1.PertimbanganHukum (8/Pid.Pra/2017/PnGto)

Pertimbangan Hukum Putusan PN GORONTALO Nomor

8/Pid.Pra.Peradilan/2017/PN Gto Tanggal20 September2017 — -

MUHAMMAD FAJRIN,SH.,MH LAWAN -KAPOLRICq.KORLANTAS

POLRICq.KAPOLDAGTOCq.DIRLANTASPOLDAGTOCq.KAPOLRES

KOTA GTO Cq.KASAT LANTAS POLRES KOTA GTO dalam amar

putusaninidisebutkanbahwapelanggaranlalulintasbukanmerupakan

objekpraperadilan

(bahwadariketeranganPutusanMahkamahKonstitusitersebut

diatas,terlebihkhusustentang“Penyitaan”,tidaktermasuk“Penyitaan

dalam Pelanggaran Lalu Lintas”,sehingga Pemohon yang sangat

mengertidenganaturanhukum tapisangatkelirudalam menafsirkan

penerapanhukum tersebuttermasukPutusanMahkamahKonstitusi,

olehnyadalilPemohonbaikitupadapointangkaromawiIdanpada
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pointangkaromawiIIkhususnyaangka1halaman2dalam gugatannya

patutditolakataudikesampingkan)

Apabilamerujukpadapertimbaganhakim dalam Undang-Undang

Nomor8Tahun1981tentangHukum AcaraPidana(KUHAP)padaBab

XtentangWewenangPengadilanUntukMengadilipadaBagianKesatu

tentangPraperadilanpasal77berbunyi:

Pengadilan Negeriberwenang untukmemeriksa dan memutus,

sesuaidenganketentuanyangdiaturdalam Undang-Undanginitentang:

a)Sahatautidaknyapenangkapan,penahanan,penghentian

penyidikanataupenghentianpenuntutan.

b)Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang

yang perkarapidananyadihentikanpadatingkatpenyidikan

ataupenuntutan

berdasarkanuraiandanaturanhukum diatas,makaperkara

“Pelanggaran Lalu Lintas”sebagaimana telah ditentukan dalam

KUHAPdanPutusanMahkamahKonstitusiNo.21/PUU-XII/2014,

tidak termasuk dalam pasal77 KUHAP tentang Praperadilan,

sehinggaPemohonsangatkelirumelakukanPraperadilanterhadap

aquoini,olehkarenaitumakacukupberalasanbagiHakim Tunggal

PraperadilanuntukmenyatakanbahwaPermohonanPraperadilan
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yang diajukan oleh Pemohon patutditolakatau setidak-tidaknya

dinyatakantidakdapatditerima

1.Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil

PermohonanPemohon,kecualiyangbenar-benardiakuisecara

tegasolehTermohon

2.semua yang telah diuraikan dalam bagian Eksepsimohon

dianggapdantermasukdalam pokokperkara

3.sesuaidengan Putusan Mahkamah KonstitusiNomor21 /

PUU-XII/2014tanggal28April2015

Berdasarkanhasilpetikanputusandiataspenulismelakukan

analisissecaramendalam bahwa;adakontradiksidalam setiap

peraturan yang ada mengenai pelanggaran lalulintassejatinya

undang-undanglalulintassebagaikontrolterhadappenyimpangan

dijalanrayayangseharusnyamenjadicorongbagiwarganegara

untukmeningkatkankesadaran,kesadaranwarganegaratakakan

pernah terwujud apabilah semangat penegak hukum terkait

lalulintasdan jalan tidakdidijiwaidengansemangatmengayomi,

bijaksanasertatidakmenyalagunakankekuasaanyangdimilikinya

saatmelakukantugasdijalanraya,prosedurdalam melaksanakan

tugas adalah keniscayaan yang semestinya senantiasa
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dikedepankansebelum melaksanakantugasnya.surattugas,papan

informasi, alasan diadakannya raziaserta kewajaran waktu

dilakukannyaraziaadalah halyang paling mendasaryang harus

dipertanggung jawabkan kepada pengguna jalan agar dibenak

pengendara/pengguna jalan dapatmemahamiserta memaklumi

tugasyangsedangdijalaniolehpetugaslalulintas(PolisiLalulintas),

namunhalinimenurutpenulismasihmemerlukanpengkajianlebih

mendalam

Berdasarkan putusan MK No.21/PUU-XII/2014 ketentuan

Pasal77hurufaUndang-undangNo.8Tahun1981tentangKitab

Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah diperluas

sehinggakewenanganpraperadilanbukanhanyauntukmemeriksa

danmemutus,sesuaidenganketentuanyangdiaturdalam undang-

undang initentang sah atau tidaknya penangkapan,penahanan,

penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, tetapi

meliputipulasahtidaknyapenetapantersangka,penggeledahan,

penyitaan,pemeriksaansurat,sedangkandalam kasuspelanggaran

lalulintas penyitaan terhadap perkara lalulintas merupakan

pelanggarantindakpidanayangmasukdalam kategori.

PengertiandarikatapenyitaanmenurutPasal1angka16KUHAP

adalahserangkaiantindakanpenyidikuntukmengambilalihdanatau
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menyimpang dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak

bergerak,berwujud atau tidak berwujud guna untuk kepentingan

pembuktiandalam penyidikan,penuntutandanperadilan.Dengankata

lain penyitaan merupakan pengambilalihan suatu benda guna untuk

kepentingandipersidangan,padaPasal1angka16KUHAPtersebut

penyitaan yang dimaksudkan hanya terbatas untuk kepentingan

pembuktian saja. Tindakan penyitaan sesungguhnya bersentuhan

langsung dengan hak asasimanusia yang pokok,yaitu merampas

penguasaan milik orang lain,namun artidaripenyitaan itu sendiri

berbeda dengan perampasan,barang yang telah disita dihadirkan

dipersidanganuntukdijadikanbarangbukti,setelahselesaidibuktikan

makahakim memutuskanbarangtersebutdirampasolehNegaraatau

dikembalikankepadapemilikyangsah30

Perkaraputusan3/Pid.Pra/2021/PnGt)

Dinyatakan dicabutoleh pengadilan negerigorontalo,hasil

penelusuran penulis, mengenai putusan 3/Pid.Pra/2021/PN Gto,

ditemukan data selanjutnya bahwa perkara tersebutdicantum oleh

pemohon sehingga perkara tersebutdianggap damaidengan dalil

bahwa;

30MuhammadTaufikMakarao,danSuhasril,2008Hukum AcaraPidanaDalam Teori
danPraktek,GhaliaIndonesia,Bogor,,hlm 108
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1.Menjagahubunganbaik,antaraparapenegakhukum

2.Menghindari sentimen negativ kelembagaan advokasi dan

kepolisian

3.Hubunganemosionalpemohondantermohontelahmembaik

Tentunya bahasa sepakat untuk berdamaidalam penetapan

3/Pid.Pra/2021/PNGto,bukanatasdasarkepastianhukum,namunatas

dasarkemanfaatan hukum,namun apabila kita merujuk pada teori

hukum MenurutKelsen31 adalahsebuahsistem norma.Normaadalah

pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya”atau das sollen,

dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus

dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksimanusia yang

deliberatif,Sehinggahakim melakukanpenetapanuntukputusandamai

keduabelahpihak

31PeterMahmudMarzuki,2008PengantarIlmuHukum,Kencana,Jakarta,,hlm.158.
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BABV

PENUTUP

5.1.Kesimpulan

1.Analisis Hukum Sah Atau Tidaknya Penyitaan StudiKomparasi

Putusan (8/Pid.Pra/2017/Pn Gto /3/Pid.Pra/2021/Pn Gto) yang

pertama adalah Penyitaan dan yang kedua Perintah Pengadilan

yangkeduaputusantersebutdiputusatasduadasaryangberbeda

putusan 8/Pid.Pra/2017/Pn Gto ditolak karena bukan objek pra

peradilan,putusan3/Pid.Pra/2021/PnGtodenganalasanhubungan

baikantarpenegakhukum

2.PertimbaganHakim MemustukanSahAtauTidaknyaPenyitaanStudi

KomparasiPutusan(8/Pid.Pra/2017/PnGto/3/Pid.Pra/2021/PnGto)

adalah Pertimbangan Hukum hakim mengutus kedua perkara

tersebut sangatlah berbeda serta Pertimbagan Hakim yang
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mendamaikan pada putusan dengan alasan hubungan baik

sangatlah tidak mencerminkan kepastian hukum pada perkara

3/Pid.Pra/2021/PnGto

5.2.Saran

1. Saranpenulisadalahsebaiknyaperkarapraperadilanmengenai

penyitaanpelanggaranlalulintasharuslahdiputusataskepastian

hukum agarmemberikanrujukanyangpastibagisemuakalangan

akademisi,masyarakatdanpenelitianselanjutya

2. Sebaiknyabagipencarikeadilanmengenaipelanggaranlalulintas

agardiberikan ruang untuk mengujipokok persoalan sah atau

tidaknyapenyitaankendaraanpelanggarlalulintasagarterwujudnya

kepastianhukum
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